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IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 1 PURWOSARI PASURUAN

Suhadi Winoto
Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Jember

Abstract

The aim of this case sindy was fo examine the implementation of school based
management for quality improvemrat of education . The study focused on the planning,
the organizing resource school, implementation for quality improvement education in
school, and the monitoring of the school based management as well as on the uiilization
of the school resources. Using a qualitative approach, the study employed interviews,
observation, and document analysis in obtaining the data. The findings indicate that
such management is feasible fo implement in spite of i5 possible constraints.

Kata kunci: implementasi, mangjemen berbasis sekolah.

PENDAHULUAN

erbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan
Bnasional, antara lain melalui pengembangan dan petbaikan kunkulum,

perbaikan system evaluasi, perbatkan sarana prasarana pendidikan,
pelatihan guru, dan pelatihan staf sckolah lainnya. Namun semua upaya itu belum
menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Sebagai indikator
ketidakberhasilan itu adalah rendahnya nilai ujian nasional di jenjang pendidikan
dasar maupun pendidikan menengah (Depdiknas, 2002).

Menurut analisis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ada
tiga faktor yang menjadi penyebab mutu pendidikan rendah. Faktor pertama,
pengelolan pendidikan nasional dilakukan secara birgkratik-sentralistik, dimana
pusat sangat dominan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan daerah dan
sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat. Faktor kedua, kebijakan
pendidikan yang menggunakan pendekatan inpat-output analysis yang tdak
dilaksanakan secara konsekwen. Penekatan ini menganggap bahwa, apabila input
pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, dan perbaikan sarana
prasarana pendidikan dipenuhi mutu pendidikan akan meningkat. Faktor ketiga,
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peran masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan
sangat minim (Depdiknas, 2002). Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan
oleh Suryadi (2003), bahwa, kekuasaan birokrasi yang sentralistik menyebabkan
partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menurun. Padahal
pelibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam kegiatan sekolah memiliki
pengaruh yang positif terhadap prestasi akademik siswa (Moedjiarto, 2002).

Mensikapi rendahnya mutu pendidikan tersebut dan sejalan dengan
semangat UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor
32 Tahun 2004, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 telah mengharuskan pendidikan dasar dan menengah untuk menggunakan
manajemen berbasis sekolah (MBS).

Konsep dasar MBS adalah pengelolaan peningkatan mutu pendidikan
yang dilakukan sekolah secara mandiri, dengan melibatkan semua pihak yang
terkait dengan pendidikan (Depdiknas, 2002). Dengan demikian dalam proses
petencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu pendidikan di sekolah diharapkan
benat-benar melibatkan stakeholder sekolah, karena esensi MBS adalah ofonomsi
sekolah dan pengambilan keputusan parfisipatif untuk mencapai sasaran mutu
pendidikan di sekolah

Otonomi sekolah memiliki arti bahwa sekolah mempunyai kewenangan dan
kemandirian dalam mengatur dirinya sendiri, sesuai undang-undang pendidikan
nasional. Kemandirian tersebut, didasarkan atas: kemempuan sumber daya manusia
yang ada, kemampuan, mengambil keputusan, kemampuan menghargai perbedaan
pendapat, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, dengan memperhatikan
peraturan dan standar pelayanan minimal penyelenggara persekolahan.

Pengambilan keputusan parfisipatif adalah cara pengambilan keputusan,
yang melibatkan keikutsertaan guru, siswa, orang tua siswa, karyawan, sekolah, dan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sekolah.
Dengan pengambilan keputusan yang bersifat partisipatf ini, diharapkan warga
sekolah dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolzh. Oleh
sebab itu, peran orang tua siswa dan komite sekolah dituntut tidak hanya dalam
bentuk dana semata, tetapi juga dalam bentuk pemikitan bahkan penyusunan
rencana pengembangan sckolah dan pemeriksaan akuntabilitas pelaksanaannya
(Samani, 1999). Hal itu sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa, masyarakat berhak berperan serta
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan

{Pasal 8).
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Menurut Malik Fajar (2002), manajemen berbasis sekolah pada dasarnya
adalah pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pemberdayaan sistem pendidikan
di masyarakat dengan agenda: (1) memobilisasi sumberdaya setempat maupun
dari luar dalam rangka peningkatan peran masyarakat untuk berpartisipasi lebih
besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan,
(2) meningkatkan rasa kepemilikan masvarakat terhadap sekolah, (3) mendukung
masyarakat, khususnya orang tua siswa untuk mengambil peran yang jelas dalam
penyelenggaraan pendidikan, dan (4) mendorong peran masyarakat dalam
mengembangkan inovasi kelembagaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan kata lain, manajemen berbasis sekolah merupakan pengelolaan sekolah
yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada stake holder asli pendidikan yaitu
masyarakat (Suryadi, 2003)

Karakteristik MBS tercermin dalam pendekatan sistem [mpus-Proses-
Output. Output sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses
pembelajaran dan manajemen di sekolah. Karakteristik MBS berkaitan dengan
proses meliputi: proses belejar mengajar efektivitasnya tinggi, kepemimipinan
sekolah tinggi, lingkungan sckolah aman dan tertib, pengelolaan tenaga
kependidikan efektif, memiliki budaya mutu, memiliki tim kerja yang kuat,
memiliki kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat tinggi, memiliki
keterbukaan, memiliki kemauan untuk berubah, melakukan evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan, komunikasi yang baik, dan sekolah
memiliki akuntabilitas (Depdiknas, 2002). Agar suatu proses dapat berjalan dengan
baik, maka diperlukan input sekolah dengan karakteristik:memiliki visi, kebijakan,
tujuan, dan sasaran mutu, sumber daya tersedia dan siap, staf berkompeten dan
berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, memiliki focus pada
siswa, dan manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah.

Mengubah manajemen peningkatan mutu berbasis pusat ke manajemen
peningkatan mutu berbasis sckolah bukanlah suatu proses yang mudah dan
langsung dapat diimplementasikan dengan baik, tetapi memerlukan proses yang
terus-menerus dan melibatkan semua pihak yang memiliki hubungan langsung
maupun tak langsung pada dunia pendidikan. Oleh karena itu , dalam penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan implementasi MBS di tingkat sckolah, yang berkaitan
dengan; penyusunan perencanaan dan program peningkatan mutu sekolah,
pengkoordinasian sumber daya sekolah, pelaksanaan program peningkatan mutu,
dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan mutu di sekolah.

Penelitian ini, diharapkan berguna bagi kepala sekolah sekolah, orang
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tua siswa, Depdiknas, dan ilmu manajemen pendidikan. Dengan penelitian ini
diharapkan kepala sckolah memperoleh inpas untuk mengimplementasikan MBS
yang lebih baik di masa mendatang, Bagi komite sekolah/orang tua siswa diharapkan
dapat digunakan bagaimana berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan
yang lebih efektif. Selanjutnya bagi Depdiknas, penelitian ini diharapkan jadi smpw?
dalam melakukan evaluasi kebijakan MBS. Sedangkan bagi pengembangan ilmu
manajemen pendidikan diharapkan menjadi /mp#f untuk menentukan pola-pola
hubungan dan pengambilan kebijakan partispatif di sekolah

METODE PENELITIAN

Untuk mencoba tujuan penelitian diatas, digunakan pendekatan penelitian
kalitatif dalam bentuk studi kasus. Menurut Sonhaji (1994) studi kasus adalah
suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial sepert individu,
kelompok, institusi, atau masyarakat

Sumber data penelitian ini diperoleh dari: guru, staf tata usaha, orang tua
siswa, guru urusan (kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, dan humas), wakil
kepala sekolah, dan kepala sekolah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung, dan didasarkan
atas langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (1984), yaitu: reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan
dengan #riangulasi dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah
Hasil penelitian berkaitan fokus kesatu tentang implementasi penyusunan
perencanaan dan program peningkatan mutu diperoleh temuan bahwa, sebelum
penyusunan perencanaan dan program peningkatan mutu sekolah, terlebih dahulu
kepala sekolah mensosialisasikan tentang MBS dihadapan guru, karyawan, orang
tua siswa, dan komite sekolah. Setelah sosialisasi MBS, kepala sekolah membentuk
tim peningkatan mutu (TPM} sekolah. Selanjutnya TPM melakukan melakukan
analisis sekolah dengan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat).
Berdasarkan hasil analisis tersebut, TPM menyusun rancangan perencanaan dan
program peningkatan mutu sekolah. Hasil rancangan TPM kemudian dibahas
dalam rapat dinas sekolah yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru, karyawan, dan komite sekolah. Hasil rapat disusun menjadi perencanaan
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peningkatan mutu yang disebut Rencana strategis (Renstra) sekolah selama 5
tahun, dan program tahunan sekolah yang dituangkan dalam rencana operasional
sckolah selama 1 tahun (tahun berjalan). Dalam program sekolah memuat aspek-
aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang akan
dilakukan, siapa yang melaksanakan, kapan dan dimana melaksanakan, berapa
biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, standard

an indikator mutu.

Pengkoordinasian dan Penyerasian Sumberdaya Sekolah

Temuanyangberkaitan dengan fokuskedua,implementasipengkoordinasian
dan penyerasian sumber daya yang ada di sekolah, ada empat. Pertama, kepala
sekolah bersama komite sekolah membuat profil sekolah dengan melakukan
pendataan tentang sumber daya yang ada di sekolah yang meliputi: jumlah siswa,
prestasi akademik, prestasi di bidang non akademik, kondisi guru, sarana prasarana
yang dimiliki sekolah, kondisi orang tua siswa, anggaran sekolah. Kedwa, kepala
sekolah melakukan pembagian tugas sebagian besar sesuai dengan kualifikasinya,
akan tetapi sebagian kecil tidak sesuai dengan pendidikannya karena keterbatasan
SDM. Ketiga, untuk memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah dilakukan
melalui rapat sekolah yang melibatkan warga sekolah, orang ma siswa, dan komite
sekolah. Keempat, memfungsikan struktur peningkatan mutu sekolah sesuai dengan
mekanisme yang telah dibuat bersama. Kelima, memfungsikan pusat penclitian dan
pengembangan sckolah, disampng sebagai input pengambilan keputusan sekolah
juga sebagai jembatan koordinasi sekolah yang membahas dan mengkaji serta
pengambilan keputusan dalam menghadapi hambatan dan problem peningkatan
mutu sekolah.

Pelaksanaan Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu Sekolah
Temuan penelitian fokus ketiga, implementasi perencanaan dan program
peningkatan mutu sekolah. Pertama, kepala sekolah memotvasi guru dan
memobilisasi sumberdaya sekolah untuk berperan mewujudkan sasaran yang
telah ditentukan di program sekolah. Kedua, kepala sekolah secara konsisten telah
melaksanakan program insentif pembelajaran bagi guru dan insentif kinetja bagi
karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program sekolah.
Ketiga, kepala sekolah dan guru mendayagunakan sumber daya pendidikan
yang tersedia semaksimal mungkin dengan menggunakan pengalaman-
pengalaman masa lalu dan teknologi yang dianggap efekuf untuk meningkatkan
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kualitas pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran /fsson
study bekerjasama JICA (Japan International Cooperative Assosiation), dan
pembelajaran yang menggunakan VCD.

Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu
Sekolah

Temuan berkaitan fokus kempat, implementasi pengawasan pelaksanaan
program peningkatan mutu sekolah, pertama, proses pengawasan terdiri dari:
menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi), dan
mengadakan tindakan perbaikan (Corrective action). Kedua, pelaksanaan pengawasan,
dilakukan secara periodik, tidak menunggu sampai terjadi hambatan, pengawasan
dilaksanakan dalam suasana kemitraan, pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala
sckolah bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan
yang dihadapi guru dan staf sekolah. Ketiga, model pengawasan dilakukan secara
langsung tatap muka, dan pengawasan melalui CCTV yang ada di pusat penelitian
dan pengembangan sekolah.

Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah

Sebelum MBS dilaksanakan, terlebih dahulu disosialisasikan ke seluruh
watga sekolah (guru, konselor, wakil kepala sekolah, siswa, karyawan, dan
orang tua siswa). Diharapkan dalam sosialisasi ini, dibaca dan dipahami sistem,
budaya, dan sumber daya sckolah yang ada secermat-cermatnya dan direfleksikan
kecocokannya dengan sistern, budaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan MBS. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya mendapat
dukungan dari semua unsur yang terkait dengan program peningkatan mutu
sekolah di sekolah.

Penyusunan rencana peningkatan mutu dalam manajemen berbasis sekolah
dilakukan melalui analisis situasi (oufpus) sekolah yang hasilnya berupa tantangan
(ketidaksesuaian antara keadaan sasaran sckarang dengan sasaran yang diharapkan).
Kegiatan analisis ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru-guru dan komite
sekolah pada waktu rapat sekolah setelah melakukan identifikasi fungsi-fungsi
yang diperlukan untuk mancapai sasaran peningkatan mutu sekolah.

Yangperludiperhatikanolehsekolah dalampenyusunanrencanapeningkatan
mutu adalah framsparansi dan keterlibatan semua pihak yang menjadi stakebolder
pendidikan, khususnya orang tua peserta didik dan komite sekolah. Dengan cara
demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah
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untuk menanggung biaya rencana ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung
oleh orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan,
kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan rencana
bisa dihindari. Oleh karena itu, sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 044 Tahun
2002 seharusnya komite sekolah anggotanya terdiri dari orang tua siswa, wakil
dari siswa, wakil dari sekolah, wakil dari organisasi profesi, wakil dari pemerintah,
dan wakil dari publik.

Dalam konteks perencanaan peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1
Purwosan, dapat dikatakan bahwa, kebijakan kepala sekolah membentuk tm
peningkatan mutu (TPM) merupakan langkah yang diharapkan dapat melakukan
analisis kondisi sckolah secara tepat, dan dapat digunakan sebagai input untuk
merancang peningkatan mutu pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Di lain pihak
keberadaan TPM dan mekanisme penyusunan perencanaan dan program mutu
yang dikaji bersama-sama dalam forum rapat dinas dapat dikatakan merupakan
pengejahwentahan karakreristik MBS yang lebih mengutamakan kerjasama antar
individu dalam sekolah, dan feamwork yang kompak cerdas serta dinamis. Menurut
Sallis (2003) sinergi tim mutu yang harmonis merupakan kebutuhan peningkatan
mutu pendidikan.

Pembuatan analisis model SWOT yang dilakukan TPM merupakan
langkah yang positif. Hal ini sesuai dengan langkah pembuatan perencanaan yang
dianjurkan Depdiknas (2001), dan sejalan dengan pendapat (Sallis, 1993). Menurut
Depdiknas (2001) menganjurkan langkah-langkah perencanaan peningkatan
mutu sekolah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, (2)
merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, (3) mengidentifikasi fungsi-
fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, (4) melakukan analisi SWOT,
(4) alternatif langkah pemecahan masalah, (5) menyusun rencana dan program
peningkatan mutu pendidikan, (6) melaksanakan tencana peningkatan muru
pendidikan, (7) melakukan evaluasi pelaksanaan, dan (8) merumuskan sasaran
mutu baru. Sementara itu menurut Sallis (1993) bahwa, perencanaan seharusnya
dirancang secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis,
dan rangkaian perencanaan yang dapat diadaptasi oleh lembaga pendidikan atau
sekolah adalah (1) visi, misi, dan tujuan, (2) analisis kebutuhan, (3) analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opprianity, and Threal), (4) perencanaan operasi dan bisnis,
(5) kebijakan dan perencanaan mut, (6) biaya mutu, dan {7) monitoring dan
cvaluasi.
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Pengkoordinasian dan Penyerasian Sumberdaya Sekolah

Pengorganisasian dengan menyerasikan beberapa sumberdaya yang
dimiliki sekolah, baik sumberdaya manusia maupun non manusia adalah sangat
penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan
program pendidikan di sekolah. Pengorganisasian dan penyerasian sumberdaya
vang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan szakeholder sekolah
merupakan salah satu esensi dari manajemen berbasis sekolah (Depdiknas,
2002).

Dalam kontcks pengorganisasian sumberdaya di SMP Negeri 1
Purwosari, aktivitas pembuatan profil sekolah merupakan suatu terobosan dan
pengejahwentahan MBS yang positif bagi pengembangan implementasi MBS
dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah. Meskipun seharusnya pembagian
tugas juga didasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuan guru dan staf
sekolah, namun karena keterbatasan SDM sebagian kecil masih ada guru yang
mengajar tidak sesuvai latar belakang pendidikannya. Kemampuan kepala sekolah
dalam menyerasikan sumberdaya sckolah khususnya guru dengan tugas mata
pelajaran yang dibinanya merupakan kegiatan pengorganisasian sebagaimana yang
dikatakan Hersey & Blanchard (1982), yang mengatakan bahwa, pengorganisasian
adalah kegiatan yang memadukan sumberdaya yang ada untuk mencapai suatu
fujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan kajian teori yang telah
dikemukakan beberapa pakar antara lain, Terry (1977) yang menjelaskan bahwa
pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang dilakukan untuk
menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana,
terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hoy dan Miskel (1990), mengatakan bahwa pengorganisasian berarti mengatur
materi dan organsasi manusia serta pembagian kerja. Fatah (2004) menjelaskan
bahwa pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses membagi kerja ke dalam
tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas kepada orang yang sesuai
kemampuannya, dan mengalokasikan sumberdaya serta mengkoordinasikannya
dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

Pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan dalam
aktivitas pendataan tentang sumber daya yang ada di sekolah, pembagian tugas
guru dan karyawan sesuai dengan kualifikasinya merupakan salah satu wujud
otonomi sekolah. Selanjutnya pemberdayaan sumber daya sekolah yang dilakukan
melalui rapat sekolah dengan melibatkan stakebo/der sekolah, dan memfungsikan
pusat penelitian dan pengembangan sekolah sebagai input pengambilan keputusan
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serta sebagai jembatan koordinasi sekolah yang membahasmengkaji, dan
pengambilan keputusan dalam menghadapi hambatan dan problem peningkatan
mutu sekolah merupakan pengejahwentahan dan esensi MBS, yaitu pengambilan
keputusan partisipatif. Hal ini sesuai lam Esensi dari MBS, yaitu ofonomi sekolah
dan pengambilan keputusan parfisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah
{(Depdiknas, 2002). Di samping itu, juga merupakan kegiatan positif dalam rangka
koordinasi dan penyerasian sumber daya yang ada di sekolah dari para penanggung
jawab program peningkatan mutu agar kegiatan yang telah diprogram dapat
berjalan sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu Sekolah

Dalam tahap pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah, kepala
sekolah bersama orang tua siswa dan komite sekolah perlu mengambil langkah-
langkah proaktif untuk mencapai sasaran dan tujuan peningkatan mutu yang telah
ditetapkan. Pemberian insentif pembelajaran bagi guru, dan pemberian insentif
kinerja bagi staf sekolah merupakan terobasan positif untuk membangun motvasi
guru dan staf sekolah.. Menurut Terry (1987) motivasi merupakan pendorong
untuk melakukan pekerjaan. Dalam konteks ini, rewarddengan pemberian langsung
maupun tidak langsung dapat menjadi semangat warga sekolah untuk melakukan
tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, yang pada akhirnya dapat
membantu tecapainya tujuan peningkatan mutu sekolah yang telah ditetapkan
dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan memotivast bawahan sangat dipengaruhi  prilaku
kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya.
Secara empiris, pada dasarnya ada pemimpin yang menunjukkan prilakunya
cenderung berorientasi pada tugas (fask orfented), sebaliknya ada juga yang
berorientasi pada hubungan kemanusiaan (Human relation oriented) (Owens, 1995).
Namun juga ada juga yang yang berorientasi pada tugas sekaligus berorientasi
pada hubungan kemanusiaan (Greenberg dan Baron, 1995).. Fenomena memberi
motivasi dengan insentif pembelajaran dan kinerja merupakan fenomena yang
dapat menjadi rujukan bag para manajer sekolah dalam melaksanakan MBS,

Manajemen berbasis sckolah yang dikembangkan di Indonesia lebih
menckankan pada pemberian wewenang, kepercayaan, kemandirian kepada
sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya pendidikan dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing, serta mempertanggung
jawabkan hasilnya kepada orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dalam
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koridor kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, target utamna MBS di
Indonesia adalah pemberdayaan sekolah untuk secara mandiri dapat meningkatkan
mutu pendidikan masing-masing. Oleh karena itu, kemampuan /eadership kepala
sckolah dan ketersediaan resomrres yang memadal merupakan persyaratan bagi
keberhasilan pelaksanaan MBS.

Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Program Peningkatan Mutu
Sekolah

Pengawasan dalam konteks MBS merupakan proses pemantauan kegiatan
untuk menjaga agar kegiatan dilaksanakan terarah sesuai dengan tujuan peningkatan
mutu sekolah yang telah ditetapkan. Menurut Murdick (1983) pengawasan
merupakan proses dasar yang secara esensia/ dibutuhkan dalam organisasi. Proses
dasar pengawasan ada tiga tahap yaitu: (1) menctapkan standar pelaksanaan,
(2) pengukuran pelaksanaan kerja, dan (3) menentukan kesenjangan antara
pelaksanaan dengan standar dan rencana. Penentuan standar mencakup kreteria
untuk semua job pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Yang dimaksud
standar adalah kreteria-kreteria yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan
pekerjaan. Kreteria tersebut dapt berbentuk kualitatf maupun  kuantitatif.
Umumnya standar pelaksanaan pekerjaan menyangkut ongkos, waktu, kuantitas
dan kualitas. Koonzts dan O’Donnel (1982) mengemukakan lima ukuran sebagai
standar, yaitu: (1) fisik, (2) ongkos, (3) program, (4} pendapatan, dan (3) standar
yang tak dapat diraba (Jntangéible). Di antara kelima standar di atas standar infangible
merupakan standar vang sulit untuk diukur dan biasanya tidak dinyatakan dalam
bentuk kuantitas.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan temuan penehtian, dapat dikatakan
bahwa pelaksanaan pengawasan di SMP Negeri 1 Purwosari sesuai teori Koonzts
dan O’Donnel (1982), dan Murdick (1983). Pendapat ini didasarkan atas temuan
penelitian yang menunjukan adanya standar yang digunakan kepala sekolah dalam
melakukan pengawasan, dan komponen standar pengawasan yang berkaitan
program batk berupa indikator keterlaksanaan program maupun biaya. Di samping
itu, pengawasan di sekolah tersebut udak hanya sekedar untuk menemukan
penyimpangan-penyimpangan dari tujuan peningkatan mutu sekolah, akan tetapi
juga membantu individu atau kelompok dalam menyesuaikan dengan tujuan yang
telah ditetapkan bersama. Pengawasan bersifat membimbing, membantu mengatasi
kesulitan dan memfokuskan perhatiannya pada usaha mengatasi hambatan yang
dihadapi oleh guru dan staf sekolah. Bantuan dan bimbingan diberikan secara
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langsung maupun tidak langsung, dan diupayakan agar yang bersangkutan merasa
mampu mengatasi sendiri.

Fenomena pengawasan dengan standar yang jelas, tindak lanjut pengawasan
dengan pembinaan, dan pengawasan melalui CCTV (sewaktu-waktu dilakukan
dalam konteks pembelajaaran dan prilaku siswa) merupakan terobosan inovatf dan
perlu mendapatkan apresiasi dari dunia pendidikan. Fenomena tersebut, setidaknya
dapat menjadi alternatf positif dalam pelaksanaan pengawasan di sekolah. Dalam
konteks penyelenggaraan pendidikan, pengawasan yang didasarkan atas standar
yang jelas dapat membangun frust masyarakat kepada sekolah. Tumbuhnya #rast
yang positif dapat menjadi modal bagi sekolah untuk menumbuhkan partisipasi
masyarakat dalam peningkatan mutu layanan di sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Hasil penelitian ini disimpulkan, perfama, perencanaan dan program
peningkatan mutu di sekolah disusun kepala sekolah, guru, karyawan, dan
komite sekolah. Sebelum penyusunan perencanaan dan program tetlebih dzhulu
dilakukan sosialisasi MBS kepada seluruh warga sckolah. Setelah semua warga
sekolah memahami MBS, kepala sekolah membentuk tim peningkatan mutu
yang tugasnya merancang mutu yang dibutuhkan sekolah. Hasil rancangan TPM
dibahas dalam rapat antara sekolah dan komite sekolah. Kedwa, pengkoordinasian
dan penyerasian sumber daya sekolah dilakukan dengan pendataan tentang profil
SMP Negeri 1 Purwosari yang meliputi sumber daya manusta dan sumber daya
non manusia, pembagian tugas dan jadwal program peningkatan mutu. Namun
dalam pembagian tugas ini masih ada kelemahan, yaitu adanya guru yang diberi
tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kefiga, pelaksanaan
perencanaan dan program peningkatan mutu sangat dipengaruhi kepemimpinan
kepala sekolah. Secara umum kepala sekolah mampu memobilisasi sumber
daya manusia di sekolah, sehingga sebagian besar guru dan staf tata usaha
secara proaktif melaksanakan program MPMBS, sesuai tugas dan fungsinya.
Keberhasilan memobilisasi ini tidak terlepas adanya teknik kepala sekolah dalam
memotivasi mitra kerjanya melalui insentif pembelajaran dan insentf kinerja.
Keempat, pengawasan pelaksanaan program terdiri dari tiga tahap yaitu menetapkan
alat ukur (standar), mengadakan tindakan perbaikan (corrective action). Proses
pelaksanaan pengawasan dilakukan secara periodik, dilaksanakan dalam suasana
kemitraan dan bersifat membimbing untuk membantu yang bersangkutan agar
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mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Namun implementasi pengawasan
pelaksanaan program kurang diimbangi oleh komite sekolah.

Saran

Agar implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dalam
konteks peningkatan mutu terlaksana dengan baik disarankan beberapa hal. Pertama,
bagt kepala sekolah, implementasi MBS tidak dapat dilepaskan dari peran kepala
sekolah. Oleh karena itu, diharapkan: (1) kepala sekolah memberi peluang positf
terbukanya komite sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan
peningkatan mutu pendidikan di sekolah (2) kepala sekolah diharapkan selektif
dalam melakukan rekrutmen dan menetapkan pengurus komite sehingga dapat
diperoleh pengurus komite yang kredibel, memuliki waktu luang untuk membantu
sekolah, dan berdedikasi tinggi terhadap mutu pendidikan di sekolah. Kedua,
bagi komite sekolah, diharapkan memperluas partisipasinya dalam manajemen
peningkatan mutu pendidikan di sekolah termasuk dalam perencanaan dan
pengawasan. Kefjga, bagi Dinas Pendidikan kabupaten dan Kota diharapkan
memberi kesempatan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengaktualisasikan
dirinya secara lebih mandiri dengan tidak bertentangan aturan yuridis vang
berlaku. Keempas, bagi peneliti lanjutan, diharapkan dengan penelitian lanjutan
yang berkaitan dengan topik ini, terbuka peluang mengembangkan dan mengkaji
lebih mendalam tentang implementasi MBS dalam peningkatan mutu pendidikan.
Topik ini masih relevan untuk dikaji secara ilmiah baik dengan pendekatan yang
sama maupun dengan pendekatan yang berbeda. Dengan penclitian lanjutan
diharapkan dapat mendukung dan memperdalam serta mengembangkan berbagai
hal yang berkaitan implementasi MBS.
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